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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG

HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang :

Mengingat

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka peningkatan disiplin, mendorong
profesionalitas, dan mengoptimalkan kinerja pegawali
diperlukan pengaturan hari dan jam kerja bagi Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Hari dan Jam Kerja Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai
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Menetapkan

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang
Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG HARI DAN JAM
KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawali
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
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Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi pegawai untuk melaksanakan tugas
kedinasan.

Jam Kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan
pulang kerja untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dikurangi
waktu istirahat.

Disiplin kerja adalah kesanggupan pegawai di lingkungan
Kementerian Sosial untuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat
permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pejabat pengelola kepegawaian satuan kerja adalah pejabat yang
bertanggung jawab mengelola daftar hadir.

Siaga tugas adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh kepala satuan
kerja di luar hari dan jam kerja.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA
Pasal 2

Hari kerja di lingkungan Kementerian Sosial ditetapkan 5 (lima) hari kerja
per minggu, dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

(1)
(2)

(3)

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma
lima) jam per hari.

Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
ketentuan :

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir pukul 07.30 sampali
dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00
sampai dengan pukul 13.00; dan

b. hari Jumat hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan
dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul
13.00.

Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan
Ramadhan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
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